
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun

2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak,

maka dipandang perlu untuk membentuk Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan.

Menimbang

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAKPADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
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Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tabun 2008 tentang

Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4928);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di

Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5887);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor1237);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
KlasifikasiCabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor451);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak(Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor532);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2016 Nomor2) sebagaimana telah
diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2020 Nomor 11);

18 Tahun 2016
(Lembaran Negara
2016 Nomor 114,

Peraturan Pemerintah Nomor
tentang Perangkat Daerah
Republik Indonesia Tahun

8.

tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);
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PemberdayaanBerencana,KeluargaPenduduk,

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten

Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Konawe kepulauan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGASDANFUNGSI, SERTATATAKERJAUNIT
PELAKSANATEKNIS DAERAHPERLINDUNGANPEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN.

14. Peraturan Bupati Konawe kepulauan Nomor
36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Konawe kepulauan (Berita Daerah

Kabupaten Konawe kepulauan Tahun 2016
Nomor 64).
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Pasal2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Bagian Kesatu

Pembentukan

BABII

PEMBENTUKAN,KLASIFlKASI,KEDUDUKANDANSUSUNAN

ORGANISASI

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe

kepulauan.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Konawe kepulauan yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional darr/ atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

dan Anak, yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah

UPTD yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam

memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang

mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus

dan masalah lainnya.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Kepala UPTD

PPA adalah Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pimpinan Sub

Bagian Tata Usaha pada UPTD PPA di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Fungsional

pada UPTD PPAKabupaten Konawe Kepulauan.
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Pasal5
(1) Susunan Organisasi UPTDPPAterdiri atas:

a. KepalaUPTD;
b. KepalaSub BagianTata Usaha;
c. Pelaksana; dan
d. KelompokJabatan Fungsional.

BagianKeempat
Susunan Organisasi

Pasal4
(1) UPTDPPAadalah unsur pelaksana teknis daerah yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak.
(2) UPTD PPA merupakan bagian dari Perangkat Daerah

Kabupaten KonaweKepulauan.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal3
(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diklasifiaksikanatas kelas A;
(2) Penentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Analisis Beban
Ketja.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe

kepulauan.
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perempuan dan anak yang mengalami rnasalah
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya.

bagiperlindunganlayananmenyelenggarakan

Pasal 7

(1) Kepala UPTDPPAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a, mernpunyai tugas memunpm,
mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam

Bagian Kedua
KepalaUPTD

a. pengaduan masyarakat.
b. penjangkauan korban.
c. pengelolaan kasus

d. penampungan sementara.
e. rnediasi; dan
f. pendampingan korban.

perlindungan khusus, dan rnasalah lainnya.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),UPTDPPAmenyelenggarakan fungsi layanan:

rnasalah diskriminasi,kekerasan,rnengalami

Pasal6
(1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

teknis operasional di wilayah kerjanya dalam

memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang

Bagian Kesatu
Umum

BABIII
TUGASDANFUNGSI

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
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Pasal8

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai

tugas:

a. penyiapanan penyusunan rencana program dan

anggaran;

b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;

d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data

korban; dan

e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala UPTDPPA.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan

fungsi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian

dokumen administrasi.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala UPTDmenyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan

penyelenggaraan layanan di UPTDPPA;

b. penyusunan program kerja UPTDPPA;

c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

d. pengevaluasian hasil kerja UPTDPPA;

e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para

pegawai dalam lingkungan UPTDPPA;dan

f. pelaksanaan administrasi UPTDPPA.
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Pasal 10

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural di lingkup UPTD PPA, berpedoman

pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala

Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan pengawas Eselon

IVa.

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan

pengawas Eselon IVb.

(5) Pelaksana dan kelompok jabatan fungsional merupakan

jabatan non struktural.

BABIII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN

PEMBERHENTIANDALAMJABATAN

Pasal9

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas

menunjang pelaksanaan tugas teknis operasional UPTD

PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat( 1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada

Kepala UPTDPPA.

(3) Jumlah dan nomenklatur kelompok jabatan fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang

direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah / unit

kerja yang membidangi kelembagaan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pimpinan UPTD

PPAwajib:

a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan

internal maupun eksternal;

b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan,

memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahan;

c. melaksanakan sistem pengendalian internal;

d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing­

masing; dan

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dapat berkoordinasi dengan:

a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan

fasilitas layanan kesehatan lainnya;

b. Balai Pemasyarakatan;

c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort Kepolisian

Daerah;

d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;

e. Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi;

f. Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan
TenagaKerjaIndonesia;

g. KantorWilayahKementerianAgama;
h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;
1. LembagaPembinaan Khusus Anak;
J. LembagaPenyelenggaraanKesejahteraan Sosial; dan
k. institusi lainnya.

(3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan

BABIV

TATAKERJA
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Pasal14
Peraturan Bupati lID mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal13
Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD
PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah darr/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal12
(1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan

kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah,
UPTDPPAharus berpedoman pada standar layanan yang
telah ditetapkan.

(2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

BABV

STANDARLAYANAN

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
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BERITADAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUANTAHUN2021 NOMOR

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENKONAWEKEPULAUAN,

Diundangkan di Langara
pada tanggal, d) Jo.\A1.I C\n 2021

-- -PARAF KOORDINASI
NO JABATAN TGL PARAF
1 SEKRETARIS DAERAH (IV
2 ASISTEN ... ,V
3 PIc..p.lr)I~ ~ f'"
4 BAG IAN HUKUM ~

(

BUPATIKONAWEKEPULAUAN,

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, \ e JoV\uC\n' 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 12 -

U53R
Text Box
   9



PARAF KOORDINASI

BUPATI KONAWEKEPULAUAN,

KEPALA UPTD

SUB BAGIAN TATA
USAHA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

BAGANSTRUKTURORGANISASI

UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH PERLINDUNGANPEREMPUANDAN

ANAKPADADINAS PENGENDALIANPENDUDUK, KELUARGABERENCANA,

PEMBERDAYAANPEREMPUANDAN PERLINDUNGANANAK

KABUPATENKONAWEKEPULAUAN

LAMPIRAN
PERATURANBUPATI KONAWEKEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGANANAK KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN

..
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